
 

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 

NOMOR: 3.4 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

PENETAPAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 

 

 

Menimbang : a. bahwa penerimaan calon mahasiswa baru merupakan siklus 

tahunan perguruan tinggi yang perlu dilaksanakan secara 

terencana, tertata, transparan, adil, dan berkelanjutan sebagai 

bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama 

Kristen Negeri Ambon; 

b. bahwa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon memerlukan 

pedoman yang komprehensif sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pada seluruh 

program studi, baik program sarjana maupun program 

pascasarjana; 

c. bahwa Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana 

terlampir telah memuat prinsip, pola, persyaratan, mekanisme, 

serta ketentuan umum penyelenggaraan penerimaan mahasiswa 

baru di IAKN Ambon; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAKN Ambon 

tentang Penetapan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama 

Kristen Negeri Ambon; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen 

Negeri Ambon; 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta 

Institut Agama Kristen Negeri Ambon; 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). 

Token : FiGspVMq



M E M U T U S K A N 
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PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Rektor ini. 

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi 

acuan bagi pimpinan, panitia penerimaan mahasiswa baru, fakultas, 

program studi, program pascasarjana, dosen, tenaga kependidikan, 

dan pihak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa 

baru di IAKN Ambon. 

KETIGA : Pelaksanaan teknis penerimaan mahasiswa baru dilakukan sesuai 

dengan ketentuan dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan 

kebijakan teknis yang ditetapkan untuk setiap periode penerimaan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat 

Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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Kata Pengantar 
 

 
Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Undiksha (SPMI) IAKN Ambon ini tidak terlepas 

dari dukungan kuat dari pimpinan IAKN Ambon terutama Bapak Rektor dan 

para Wakil Rektor. Perhatian tersebut merupakan indikator kuat bahwa 

Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada 

lembaga yang sedang dipimpinnya. 

Dukungan kuat dari pimpinan IAKN Ambon tersebut, telah menjadi 

pemicu semangat tim penyusun untuk berupaya keras mewujudkan dokumen 

untuk mendukung implementasi dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya 

serta pihak terkait telah bekerja keras untuk menyusun dokumen, sehingga 

saat ini telah tersusun 100 dokumen mutu SPMI. 

Tersusunnya dokumen pendukung SPMI ini telah mendapat dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami menyampaikan ucapan 

terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor, 

Bapak/Ibu Tim penyusun yang telah memberikan respons positif dan nyata 

dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan 

terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan yang telah 

melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen 

SPMI. Berkat bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Wakil 

Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka 

dokumen ini dapat diwujudkan. 
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PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penerimaan calon mahasiswa baru merupakan siklus tahunan 

perguruan tinggi melalui suatu perencanaan secara konstitusional yang 

dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Penerimaan calon mahasiswa 

baru bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dikoordinasikan oleh Direktorat 

Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI bagi 

Perguruan Tinggi Kristen Negeri (PTKN) dikoordinasikan oleh Wakil 

Rektor I sesuai wilayah masing-masing. PTKN selanjutnya merumuskan 

pedoman untuk memandu penyelenggaraan proses penerimaan calon 

mahasiswa baru pada institusi masing-masing sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan pemerintahan pusat. 

Institut Agama Kkristen Negeri (IAKN) Ambon sebagai salah satu 

PTKN di Indonesia, telah melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru 

sesuai Pedoman yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pedoman tersebut 

mengatur pola penerimaan calon mahasiswa baru, baik dalam jalur seleksi 

nasional (Selnas) maupun seleksi jalur lokal (jalur mandiri). Upaya 

menindaklanjuti tersebut secara operasional dilakukan dengan pembentukan 

panitia penerimaan calon mahasiswa baru melalui kebijakan pimpinan 

institut. Pedoman operasional yang digunakan IAKN Ambon terkait proses 

penerimaan calon mahasiswa baru tersebut hanya berupa sejumlah aturan dan 

belum memiliki dokumen yang komprehensif, termasuk di dalamnya tentang 

sejumlah pedoman yang relevan, untuk memandu penyelenggaraan kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru secara operasional. 
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Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun mandiri 

tersebut lebih terfokus pada upaya mengatur secara sentral proses 

penerimaan calon mahasiswa baru pada jenjang sarjana dan pascasarjana. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan penerimaan calon mahasiswa baru 

dari pemerintah pusat perlu lebih dikembangkan untuk mengatur penerimaan 

calon mahasiswa baru, terutama pada program pascasarjana yang selama ini 

cenderung dilakukan secara mandiri oleh program studi bersangkutan. Hal 

ini berbeda dengan penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang 

dilakukan secara serentak dan dikoordinir oleh kepanitiaan yang dibentuk 

oleh pimpinan Institut secara langsung. Kondisi yang demikian 

mengisyaratkan suatu refleksi bahwa kebijakan tentang penerimaan calon 

mahasiswa baru perlu ditata secara lebih komprehensif karena di samping 20 

prodi sarjana yang bernaung di bawah 4 fakultas, IAKN Ambon juga telah 

memiliki program pascasarjana dengan sejumlah prodi magister dan doktor. 

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa IAKN Ambon perlu 

menciptakan suatu sistem yang di dalamnya menyajikan sejumlah kebijakan, 

aturan, dan panduan yang menyeluruh terhadap penerimaan mahasiswa baru 

pada semua program studi di dalam naungan IAKN Ambon. Sistem tersebut 

dapat diwujudkan secara konstitusi melalui suatu dokumen yang dapat 

memandu proses pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru IAKN 

Ambon secara menyeluruh. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini 

merupakan suatu dokumen yang penting untuk dimiliki karena di samping 

sebagai acuan dalam memandu proses penerimaan mahasiswa baru tersebut 

secara komprehensif, dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen 

pendukung akreditasi Institut. Dengan kondisi yang demikian, kehadiran 

dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru merupakan suatu 

dokumen yang semestinya dimiliki oleh IAKN Ambon 

 

1.2 Tujuan 

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana 

diuraikan di atas memiliki sejumlah tujuan yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Mewujudkan suatu referensi untuk memandu penyelenggaraan 

penerimaan calon mahasiswa baru IAKN Ambon secara 

menyeluruh. 

b. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan universitas 

terutama yang berkaitan dengan akreditasi lembaga. 
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c. Melakukan pengembangan dokumen lembaga sebagai salah satu 

misi dan program IAKN Ambon. 

 

1.3 Manfaat 

 

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana 

diuraikan di atas memiliki sejumlah manfaat kepada pihak-pihak sebagai 

berikut. 

a. Bagi IAKN Ambon, pembuatan dokumen penerimaan calon 

mahasiswa baru bermanfaat untuk menghasilkan dokumen yang 

dapat digunakan untuk memandu penyenggaraan penerimaan 

mahasiswa baru IAKN Ambon. Dokumen ini juga dapat melengkapi 

kebutuhan dokumen yang harus dimiliki dalam rangka akreditasi 

lembaga (Institut). 

b. Pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru bermanfaat 

untuk mengembangkan dokumen-dokumen yang menjadi program 

seperti tersurat dalam misi dan program IAKN Ambon. 

 

1.4 Landasan Yuridis 

 

Penyusunan dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru ini 

menggunakan sejumlah dasar hukum sebagai landasan yuridis yang dapat di 

uraikan sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

Dan Dosen; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem 

Pendidikan Tinggi; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

6. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2018 tentang 

Institut Agama Kristen Negeri Ambon; 
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7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon; 

8. Peraturan Menteri Agama RI No 20 Tahun 2022 tentang 

STATUTA IAKN Ambon; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon; 
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PRINSIP-PRINSIP PENERIMAAN 

CALON MAHASISWA BARU 

 
Penerimaan calon mahasiswa baru menekankan pada pemerolehan 

calon mahasiswa yang berpotensi dan berkualitas secara akademik maupun 

nonakademik. Hal ini mengacu pada sejumlah prinsip sesuai dengan 

konstitusi secara nasional yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi 

(terutama pada PTN) dan sesuai dengan kondisi secara lokal yang terdapat 

pada masing-masing perguruan tinggi. Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa 

(1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) 

prinsip keberlanjutan yang selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 

2.1 Prinsip Keadilan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

Prinsip keadilan ini menekankan pada suatu kondisi yang adil dan 

tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

umur, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap 

memperhatikan potensi calon mahasiswa terkait kondisi internal IAKN 

Ambon. Prinsip ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam (1) prinsip 

keterjangkauan, (2) prinsip ekuisitas, dan (3) prinsip pemerataan. Prinsip 

keterjangkauan menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut 

tingkat ekonomi. Prinsip ekuisitas menekankan pada perimbangan jumlah 

mahasiswa yang bervariasi dalam suku, agama, ras, gender, dan status sosial 

politik. Prinsip pemerataan menekankan pada perimbangan jumlah 

mahasiswa menurut daerah asal mahasiswa, baik dari kabupaten hingga 

provinsi, yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Perimbangan jumlah mahasiswa baru dalam ketiga kualifikasi 

tersebut perlu ditetapkan dalam setiap kebijakan penerimaan calon 

mahasiswa baru guna memperjelas kuantitas formasi penerimaan calon 

BAB 
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mahasiswa baru terkait dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, 

prinsip keadilan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan pemerataan 

kesempatan yang adil dalam pemerolehan peluang untuk dapat mengenyam 

pendidikan pada perguruan tinggi. 

 

2.2 Prinsip Keterbukaan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

Prinsip ini menekankan pada suatu kondisi yang transparan dan 

akuntabel, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan proses penerimaan 

calon mahasiswa baru, baik dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil 

seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang 

dinyatakan lulus seleksi. Prinsip ini dapat mengarahkan pada terwujudnya 

proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terencana, tertata, dan 

terlaksana secara terpadu yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesesuaian 

jumlah calon mahasiswa baru yang diterima terhadap daya tampung masing-

masing prodi. Prinsip keterbukaan ini menuntut pihak penyelenggara untuk 

dapat memberikan kemudahan akses dalam pelayanan terhadap keseluruhan 

proses seleksi hingga pada kepuasan terhadap hasil seleksi yang diumumkan. 

Perkembangan teknologi informasi (IT) yang kian pesat dan telah 

terinternalisasi secara efektif dalam pendidikan merupakan suatu media yang 

produktif dalam menghasilkan layanan prima terkait dengan prinsip 

keterbukaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Dengan demikian, 

prinsip keterbukaan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu 

layanan informasi dan pelaksanaan seluruh proses penerimaan calon 

mahasiswa baru yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap calon 

mahasiswa baru. 

 

2.3 Prinsip Kesesuaian dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

Prinsip ini menekankan pada kondisi dan potensi internal masing-

masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru 

yang dilakukan. Hal ini terutama tampak pada kebijakan tentang penetapan 

formasi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun. Kebijakan tersebut 

dapat menunjukkan daya tampung masing-masing prodi terhadap jumlah 

calon mahasiswa baru yang dapat diterima dalam pelaksanaan penerimaan 

calon mahasiswa selanjutnya. Penetapan daya tampung tersebut terkait erat 

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 
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dengan karakteristik serta prospek pengembangan masing-masing prodi, 

jumlah dosen pada masing-masing prodi, dan keberadaan sarana maupun 

prasarana penunjang bagi prodi tersebut. Hal ini dapat menghindari 

pembludakan mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu yang berimbas 

pada suasana pembelajaran yang tidak nyaman, tidak efektif, dan tidak 

kondusif dalam proses pembelajaran hingga pada penjaminan kualitas mutu 

lulusan. Dengan demikian, prinsip kesesuaian ini merupakan suatu acuan 

untuk mewujudkan suatu perencanaan penerimaan calon mahasiswa baru 

secara realistis guna memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan 

sesuai daya dukung prodi secara internal maupun lembaga secara eksternal 

dalam upaya mewujudkan kualitas mutu dari proses penciptaan lulusan 

hingga pada penempatan lulusan tersebut kemudian. 

 

2.4 Prinsip Keberlanjutan Dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

Prinsip ini menekankan pada pengembangan seluruh prodi secara 

terpadu terkait dengan penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa 

baru. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan calon 

mahasiswa baru semestinya dapat diarahkan sebagai momentum untuk 

mengembangkan seluruh prodi sehingga dinamika prodi tersebut secara 

keseluruhan dapat berlangsung dengan seimbang. Hal ini memerlukan suatu 

kebijakan untuk mengendalikan perkembangan sejumlah prodi yang ramai 

peminat dan memberdayakan sejumlah prodi yang sepi peminat. Kebijakan 

ini tentunya dapat menekan membludaknya mahasiswa baru pada sejumlah 

prodi tertentu dan mengantisipasi nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah 

prodi yang lain. Membludaknya mahasiswa baru tanpa diimbangi daya 

dukung yang memadai seperti telah diuraikan pada prinsip kesesuaian di atas 

berdampak pada kualitas lulusan. Begitu pula dengan nihilnya mahasiswa 

baru pada sejumlah prodi juga berdampak pada penutupan prodi tersebut. 

Kedua hal ini berimbas terhadap upaya lembaga dalam menjaga dan 

meningkatkan kualitas mutu secara berkelanjutan. Di samping 

mengendalikan dan memberdayakan sejumlah prodi yang telah ada, prinsip 

keberlanjutan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya prodi-prodi baru 

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan para 

pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dapat 
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menjadi acuan dalam mewujudkan dinamika lembaga secara terencana dan 

berkelanjutan melalui pengendalian dan pemberdayaan sejumlah prodi yang 

telah dimiliki dan pengembangan prodi baru yang belum dimiliki. 
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SISTEM PENERIMAAN 

CALON MAHASISWA BARU 

 
3.1 Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

 

Pola penerimaan calon mahasiswa baru pada dasarnya beranjak 

dari suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terutama 

tampak pada pola penerimaan mahasiswa baru oleh seluruh PTN. Secara 

umum, pola penerimaan mahasiswa baru pada PTN berupa (1) penerimaaan 

calon mahasiswa baru secara nasional dan (2) penerimaaan calon mahasiswa 

baru secara lokal. Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional lebih 

terkoordinasi secara sentral oleh pemerintah pusat, sedangkan penerimaan 

calon mahasiswa baru secara lokal lebih terkoordinasi secara mandiri oleh 

masing-masing PTN. 

3.1.1 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Nasional 

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional terpola dalam 

dua jalur yang berupa (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Kristen 

Negeri (SELNAS) dan (2) Seleksi Mandiri. Penyelenggaraan penerimaan 

calon mahasiswa baru pada kedua jalur tersebut dikoordinasikan secara 

langsung oleh pemerintah pusat dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, segala ketentuan dan 

perubahan dalam pola penerimaan ini sepenuhnya mengacu pada kebijakan 

pemerintah pusat. Gambaran pola dari kedua jalur penerimaan calon 

mahasiswa baru secara nasional tersebut dapat dicermati dalam 

penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya seperti pada uraian berikut. 

BAB 

III 
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SELNAS PTKKN. Istilah Selnas PTTKN tersebut muncul dan 

ditetapkan pada tahun 2021. Dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru 

jalur ini adalah Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Undangan Jalur 

Minat Bakat dan Jalur Selnas Tulis Online. Hal ini dilakukan oleh pemerintah 

pusat melalui penilaian raport maupun prestasi lain pada calon mahasiswa 

baru. Pembiayaan Selnas ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, 

sehingga calon mahasiswa baru tidak dikenai biaya seleksi. Penyelengaraan 

ini dikoordinir oleh Panitia Seleksi Nasional melalui pembentukan suatu 

kepanitiaan pusat yang di dalamnya terdapat para rektor dari masing-masing 

PTN sebagai pengurus/anggota kepanitiaan tersebut. Kepanitiaan pusat 

bertugas merancang pola dan sistematika kerja untuk dilaksanakan bersama 

panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Kehadiran panitia 

lokal merupakan perpanjangan tangan panitia pusat untuk membantu 

penyelenggaraan Selnas PTKKN, baik dari distribusi informasi 

penyelenggaraan dengan segala ketentuan di dalamnya, hingga 

melaksanakan proses pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang 

dinyatakan lulus seleksi. 

3.1.2 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Lokal 

Pola penerimaan mahasiswa baru secara lokal berupa Seleksi 

Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. Proses ini bersamaan dengan Selnas 

PTKKN. Penyelenggaraan ini cenderung dilakukan secara mandiri oleh 

masing-masing PTN melalui kepanitiaan lokal, namun kewenangan dan 

tanggung jawab kepanitiaan ini lebih komprehensif jika dibandingkan 

dengan dua kepanitiaan lokal pada jalur nasional sebelumnya. Beberapa PTN 

tertentu ada yang melaksanakan jalur ini secara bersamaan. Jalur Mandiri ini 

dilakukan untuk melengkapi kuota mahasiswa baru sejumlah 30% karena 

pada jumlah penerimaan calon mahasiwa baru dalam seleksi secara nasional 

(Selnas PTKKN) sejumlah 70%. Jalur Mandiri juga dapat digunakan untuk 

memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang 

belum dicapai pada Selna PTKKN. Jalur Mandiri juga bermanfaat bagi 

penerimaan mahasiswa baru yang peminatnya cenderung berada pada 

komunitas lokal. Panitia lokal merancang pola dan sistematika kerja yang 

mengacu pada pola sebelumnya yang dikemas dalam standar yang 

menyesuaikan dengan kondisi internal masing-masing PTN. Kendati 
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dilakukan secara mandiri dengan keleluasaan yang tinggi, penyelenggaraan 

ini tetap diupayakan untuk memperoleh input calon mahasiswa baru yang 

potensial secara akademik dan nonakademik untuk selanjutnya dapat 

menghasilkan output lulusan yang berkompeten, berkualitas, dan berdaya 

saing tinggi. 

 

3.2 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IAKN Ambon 

 

Pola penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh 

IAKN Ambon pada dasarnya mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa 

baru secara nasional maupun lokal seperti diuraikan di atas. Dalam uraian ini 

dideskripsikan pola penerimaan mahasiswa baru IAKN Ambon berdasarkan 

strata prodi, yang meliputi (1) pola penerimaan calon mahasiswa baru 

program sarjana, (2) pola penerimaan calon mahasiswa baru program 

pascasarjana. Penerimaan calon mahasiswa baru pada ketiga pola tersebut 

pada dasarnya mengacu pada suatu pola dasar yang sama, namun hanya 

berbeda dalam kualifikasi substansi dan standar yang menjadi penekanan 

masing-masing stata. 

3.2.1 Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana 

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana 

mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun 

secara lokal. Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana 

secara nasional terpola dalam Selnas PTKKN yang diatur secara sentral 

maupun terkoordinasi oleh pemerintah pusat dengan masing-masing PTN. 

Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara lokal terpola 

sebagai penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di masing-masing 

PTN. Kedua jalur penerimaan calon mahasiswa baru tersebut terbingkai 

dalam sistem yang berbeda, sehingga tampil dalam pola yang berbeda pula. 

Hal tersebut diatur melalui pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

setiap tahun. Pedoman tersebut menyajikan jalur-jalur penerimaan calon 

mahasiswa baru program sarjana dengan sejumlah ketentuan di dalamnya, 

seperti (a) kuota penerimaan calon mahasiswa baru oleh masing-masing 

PTN, (b) persyaratan maupun mekanisme pendaftaran, dan (c) pelaksanaan 

seleksi hingga pengumuman hasil seleksi. Hal ini menjadi acuan dalam 

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 



13  

penyelengaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional 

seperti Selnas PTKKN, maupun secara lokal yang seperti pada Jalur Mandiri. 

Kuota. Jumlah kuota penerimaan calon mahasiswa baru program 

sarjana masing-masing PTN ditetapkan dengan rasio minimal 70% untuk 

seleksi tingkat nasional (termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara 

ekonomi) serta maksimal 30% untuk seleksi jalur mandiri (juga termasuk 

calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi). Kuota penerimaan 

calon mahasiswa baru secara nasional (70%) terdistribusi pada penerimaan 

pada jalur Selna sejumlah 30% dan Jalur Mandiri sejumlah 40%. Kuota 

penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri (30%) sepenuhnya 

diperoleh melalui seleksi mandiri. Keberadaan calon mahasiswa baru yang 

tidak mampu secara ekonomi dalam masing-masing kuota tersebut 

merupakan sejumlah calon mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa KIP 

Kuliah. 

Persyaratan. Pendaftaran calon mahasiswa baru program sarjana 

menyertakan sejumlah syarat, seperti (1) syarat umum (status 

kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon mahasiswa baru), (2) 

syarat akademik (aspek-aspek pendukung kualifikasi akademik calon 

mahasiswa baru), dan (3) syarat administrasi (sejumlah dokumen yang 

mendukung kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru). Syarat-syarat 

tersebut terinternalisasi secara proporsional dalam masing-masing jalur 

seleksi, baik dalam Selnas, maupun Mandiri. Penjabaran persyaratan 

dilakukan setiap tahun oleh kepanitian pusat. Hal ini menjadi acuan bagi 

panitia lokal pada masing-masing PTN dalam menjabaran persyaratan. 

Mekanisme pendaftaran pada Selnas, maupun Mandiri tersebut dilakukan 

secara terbuka melalui sistem online. 

Seleksi dan pengumunan hasil seleksi. Pelaksanaan seleksi pada 

SNMPTN dilakukan secara terpusat melalui penilaian raport dan prestasi lain 

dari para peserta seleksi (calon mahasiswa baru). Seleksi pada SBMPTN 

dilakukan secara serentak pada masing-masing PTN di bawah koordinasi 

pemerintah pusat melalui MRPTN yang berupa tes tulis dan tes keterampilan. 

MRPTN bertugas merancang sistem SBMPTN setiap tahun dan membentuk 
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panitia pusat bekerja sama dengan panitia lokal yang dibentuk oleh masing-

masing PTN. Penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN sangat tergantung 

dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Seleksi pada SMBJM dilakukan 

secara mandiri di masing-masing PTN setelah penyelenggaraan SNMPTN 

dan SBMPTN dengan pola yang serupa dengan SBMTPN, namun ditata 

secara lokal oleh masing-masing PTN. SMBJM memberikan keleluasaan 

dalam pengembangan prodi dan kelembagaan terhadap PTN penyelenggara 

terkait dengan rekruitmen calon mahasiswa baru yang dilakukan. 

Pengumunan hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program 

sarjana dilakukan secara terbuka, baik secara nasional (untuk seleksi 

nasional) maupun lokal (untuk seleksi mandiri). Pengumunan tersebut 

dilakukan dengan online maupun publikasi media massa. 

Prinsip penerimaan calon mahasiswa baru progam sarjana. 

Selain mencermati POB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 

penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana juga mengacu pada 

sejumlah prinsip seperti telah diulas pada Bab II sebelumnya. Prinsip tersebut 

berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, 

dan (4) prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip tersebut terinternalisasi pada 

seluruh pola penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana (SNMPTN, 

SBMPTN, maupun SMBJM) yang ditetapkan melalui kebijakan tentang 

sistem penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana setiap tahun, baik 

oleh pemerintah pusat maupun masing-masing PTN. Prinsip keadilan, yang 

di dalamnya meliputi prinsip (a) keterjangkauan, (b) prinsip ekuisitas, dan (c) 

prinsip pemerataan, dituangkan dalam kebijakan tentang persyaratan dan 

kuota penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Prinsip 

keterbukaan dituangkan dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi 

penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana. Prinsip kesesuaian dan 

prinsip keberlanjutan dituangkan dalam kebijakan tentang formasi 

penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana pada masing-masing 

PTN. Keempat prinsip tersebut dapat memberikan landasan pijak untuk 

menjadikan penerimaan calon mahasiswa baru sebagai media untuk 

menggerakkan dinamika perguruan tinggi dengan terencana, tertata, maupun 

terkoordinasi secara berkala dan berkelanjutan. 
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3.2.2 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma 

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program diploma pada 

dasarnya sama dengan sistem penerimaan calon mahasiswa baru program 

sarjana. Peraturan, kebijakan, dan POB tentang penerimaan calon mahasiswa 

baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada dasarnya mengatur 

penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma secara 

bersamaan. Dengan demikian, sistem penerimaan calon mahasiswa baru 

program diploma mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara 

nasional maupun secara lokal. Hal tersebut diatur melalui POB yang 

menyajikan jalur-jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana 

dan diploma dengan sejumlah ketentuan di dalamnya, seperti (a) kuota 

penerimaan calon mahasiswa baru oleh masing-masing PTN, (2) persyaratan 

maupun mekanisme pendaftaran, dan (3) pelaksanaan seleksi hingga 

pengumuman hasil seleksi. 

Kuota. Jumlah kuota penerimaan calon mahasiswa baru program 

diploma masing-masing PTN ditetapkan dengan rasio minimal 70% untuk 

seleksi tingkat nasional (termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara 

ekonomi) serta maksimal 30% untuk seleksi jalur mandiri (juga termasuk 

calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi). Kuota penerimaan 

calon mahasiswa baru secara mandiri sejumlah 30% sepenuhnya diperoleh 

melalui Jalur Mandiri. Keberadaan calon mahasiswa baru yang tidak mampu 

secara ekonomi pada masing-masing kuota tersebut merupakan sejumlah 

calon mahasiswa baru program sarjana yang memperoleh beasiswa 

Bidikmisi. 

Persyaratan. Pendaftaran calon mahasiswa baru program diploma 

menyertakan sejumlah syarat, seperti (1) syarat umum (status 

kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon mahasiswa baru), (2) 

syarat akademik (aspek-aspek pendukung kualifikasi akademik calon 

mahasiswa baru), dan (3) syarat administrasi (sejumlah dokumen yang 

mendukung kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru). Syarat-syarat 

tersebut terinternalisasi secara proporsional dalam masing-masing jalur 

seleksi. Hal ini menjadi acuan bagi panitia lokal pada masing-masing PTN 

dalam menjabarkan persyaratan pada jalur mandiri. Mekanisme pendaftaran 

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 



16  

pada Selnas, maupun Mandiri tersebut dilakukan secara terbuka melalui 

sistem online. 

Seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pelaksanaan seleksi pada 

Selnas dilakukan secara terpusat melalui penilaian raport dan prestasi lain 

dari para peserta seleksi (calon mahasiswa baru). Seleksi Selnas dilakukan 

secara serentak pada masing-masing PTN di bawah koordinasi pemerintah 

pusat melalui Panitia Nasional yang berupa selkesi Portofolio dan tes tulis. 

Panitia bertugas merancang sistem selnas setiap tahun dan membentuk 

panitia pusat bekerja sama dengan panitia lokal yang dibentuk oleh masing-

masing PTN. Pelaksanaan Selnas sangat tergantung pada kebijakan 

pemerintah pusat. Seleksi pada Selnas dilakukan secara mandiri di masing-

masing PTN. Pelaksanaan Mandiri memberikan keleluasaan peluang bagi 

masing-masing PTN penyelenggara untuk mengembangkan prodi maupun 

lembaga. Hal ini berimplikasi penting terhadap pelaksanaan seleksi calon 

mahasiswa baru program sarjana untuk dapat melaksanakan tes keterampilan 

secara maksimal. Materi tes uji keterampilan merupakan materi yang esensial 

bagi program studi. Pengumunan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru 

program diploma dilakukan secara terbuka, baik secara nasional (untuk 

seleksi nasional) maupun lokal (untuk seleksi mandiri). Pengumunan tersebut 

dilakukan secara online maupun publikasi media massa. 

Prinsip-prinsip penerimaan calon mahasiswa baru. Prinsip 

tersebut berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip 

kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip tersebut 

terinternalisasi pada seluruh pola penerimaan calon mahasiswa baru yang 

ditetapkan melalui kebijakan tentang sistem penerimaan calon mahasiswa 

baru setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat maupun masing-masing PTN. 

Prinsip keadilan, yang di dalamnya meliputi prinsip (a) keterjangkauan, (b) 

prinsip ekuisitas, dan (c) prinsip pemerataan, dituangkan dalam kebijakan 

tentang persyaratan dan kuota penerimaan calon mahasiswa baru. Prinsip 

keterbukaan dituangkan dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi 

penerimaan calon mahasiswa baru. Prinsip kesesuaian dan prinsip 

keberlanjutan dituangkan dalam kebijakan tentang formasi penerimaan calon 

mahasiswa baru pada masing-masing PTN. 
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3.2.3 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana 

Pola penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana 

berupa penerimaan mahasiswa baru untuk program magister (S2) dan 

program doktor (S3). Teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan calon 

mahasiswa baru pada kedua strata program tersebut dilakukan secara 

mandiri, namun tetap terkoordinasi dengan pimpinan lembaga. Dalam hal 

ini, direktur program pascasarjana menjadi koordinator pelaksana 

penerimaan calon mahasiswa baru yang berkoordinasi dengan Wakil 

Direktur, kaprodi, dan seluruh personalia program pascasarjana di bawah 

naungan rektor sebagai pelindung dan pembantu wakil rektor I sebagai 

penasihat. Sistem penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana 

meliputi kategori umum dalam standar pascasarjana dan kategori khusus 

terkait erat dengan karakteristik masing-masing prodi. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang 

secara teknis serupa dengan jalur mandiri, baik bagi program magister (S2) 

maupun doktor (S3). Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program 

pascasarjana lebih mempertimbangkan kematangan kualitas calon 

mahasiswa baru terkait dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing 

prodi pascasarjana yang dituju. Pola seleksi calon mahasiswa baru 

pascasarjana serupa dengan pola seleksi pada calon mahasiswa baru program 

sarjana. Hal ini dapat dicermati pada (1) model seleksi, (2) mekanisme 

seleksi, (3) materi seleksi, dan (4) persyaratan seleksi calon mahasiswa baru 

pada program pascasarjana. 

Model seleksi calon mahasiswa baru program pascasarjana. 

Seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana berupa seleksi 

langsung, yaitu (1) tes TOEFL, (2) Tes Potensi Akademik (TPA), (3) Tes 

Kompetensi Dasar (TKD), dan (4) tes wawancara. Seleksi ini tidak 

berlangsung serentak secara nasional, namun diatur menurut kebijakan 

masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini juga tidak dikenal 

penerimaan calon mahasiswa baru jalur undangan seperti pada program 

sarjana. Jika orientasi pada seleksi penerimaan calon mahasiswa baru 

program sarjana lebih menekankan keunggulan calon mahasiswa baru 

sebagai potensi untuk dikembangkan pada prodi yang dipilihnya, maka 

orientasi pada program pascasarjana lebih menekankan pada kesiapan calon 
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mahasiswa baru sebagai potensi untuk mendalami kelimuan pada prodi yang 

akan ditekuni. 

Mekanisme seleksi. Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon 

mahasiswa baru program pascasarjana dilaksanakan setahun sekali 

beriringan dengan penerimaan mahasiswa baru program sarjana. Hal ini 

dapat dilakukan secara bertahap atau bergelombang sesuai kebijakan panitia, 

namun penyelengaraan perkuliahan harus mengikuti kalender akademik 

institut. Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana 

dilakukan dengan sejumlah tahapan dari tahap (a) pendaftaran, (b) seleksi 

hingga pengumunan hasil seleksi, serta tahap (c) matrikulasi. Pendaftaran 

calon mahasiswa baru program pascasarjana dilakukan secara langsung 

maupun online. Seleksi calon mahasiswa baru dilakukan secara mandiri oleh 

masing-masing prodi pascasarjana yang dikoordinasikan oleh direktur 

program pascasarjana di bawah naungan rektor sebagai pelindung dan wakil 

rektor I sebagai penasihat. Pengumunan hasil seleksi dilakukan secara 

terbuka dan transparan untuk kepuasan peserta seleksi dan kualitas mutu 

masing-masing prodi. Matrikulasi dilakukan sebagai inisiasi institusi untuk 

menata aspek akademik dan nonakademik calon mahasiswa baru sebelum 

mengikuti perkuliahan selanjutnya. 

Materi seleksi. Materi seleksi berupa (1) tes TOEFL dengan bobot 

10%, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 30%, (3) tes 

kompetensi dasar dengan bobot 30%, dan (4) tes wawancara dengan bobot 

30%. Tes TOEFL dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga/unit 

kebahasaan untuk penyiapan (a) materi tes dan personalia pelaksana tes, (b) 

waktu dan tempat pelaksanaan tes, hingga (c) pengumuman hasil tes. TPA 

dan TKD dilakukan melalui tes tulis oleh panitia penerimaan calon 

mahasiswa baru program pascasarjana. Tes wawancara dilakukan oleh 

pewawancara khusus yang disiapkan oleh masing-masing prodi untuk 

mencermati potensi calon mahasiswa secara lebih dalam. 

Persyaratan seleksi. Persyaratan seleksi calon mahasiswa baru 

program pascasarjana meliputi (1) syarat umum, (2) syarat akademik, dan (3) 

syarat administrasi seperti yang terdapat pada program sarjana. Syarat umum 



Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 

19  

berkenaan dengan status kewarganegaraan dan formalitas pendidikan calon 

mahasiswa baru. Syarat akademik berkenaan dengan aspek-aspek pendukung 

kualifikasi keilmuan calon mahasiswa baru. Syarat administrasi berkenaan 

dengan sejumlah dokumen yang mendukung kelengkapan administrasi calon 

mahasiswa baru. Ketiga syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Syarat Umum 

Syarat ini menegaskan bahwa calon mahasiswa pascasarjana 

adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki ijazah sesuai 

bidang ilmu dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi warga 

negara asing (WNA), di samping dituntut kepemilikan ijazah seperti 

pada WNI, juga harus dilengkapi izin belajar dari Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta kemampuan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar untuk belajar di program 

pascasarjana. 

b. Syarat Akademik 

Syarat ini meliputi (1) kepemilikan ijazah S1/sederajat (untuk 

program magister) atau S2/sederajat (untuk program doktor) yang 

linear dengan program studi yang dipilih. (2) IPK minimal 2,75 

(untuk magister) atau 3,00 (untuk program doktor). Jika tidak, maka 

harus ada rekomendasi dari mantan dosen pembimbing atau pakar 

yang relevan dengan bidang ilmu maupun program studi yang 

diperoleh. Untuk lulusan D4 IPK harus di atas 3,00 dan wajib 

mengikuti matrikulasi 12 SKS. (3) Memiliki kemampuan bahasa 

Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 (untuk program magister) 

atau 550 (untuk program doktor). Jika tidak tercapai, maka harus 

diupayakan tercapai sebelum ujian proposal/komprehensif. (4) 

Mengajukan kerangka usulan penelitian (proposal) sesuai bidang 

atau ruang lingkup keilmuan yang akan dikembangkan. (5) 

Menunjukkan karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah dihasilkan 

lima tahun terakhir. 
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c. Syarat Administrasi 

 

Syarat ini meliputi (1) kepemilikan foto copy ijazah dan 

trankrip nilai yang telah dilegalisir. (2) Surat keterangan sehat dan 

surat tugas/izin belajar. (3) Daftar riwayat hidup. (4) Rekomendasi 

dari dua orang mantan dosen dan seorang guru besar atau doktor dari 

bidang ilmu yang dipilih. (5) Bukti pendaftaran online dari 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , (6) Kartu 

tanda peserta seleksi hasil pendaftaran online dan bukti pembayaran 

seleksi pascasarjana. 

Prinsip-prinsip penerimaan calon mahasiswa baru 

pascasarjana. Seperti pada penerimaan calon mahasiswa baru program 

sarjana dan diploma, penerimaan calon mahasiswa baru program 

pascasarjana juga mengacu pada (1) prinsip keadilan, (2) prinsip 

keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan seperti 

telah diulas pada Bab II sebelumnya. Keempat prinsip tersebut 

terinternalisasi pada sistem penerimaan calon mahasiswa baru program 

pascasarjana yang ditegaskan melalui kebijakan direktur program 

pascasarjana tentang sistem penerimaan calon mahasiswa baru program 

pascasarjana setiap tahun. Prinsip keadilan, yang di dalamnya meliputi 

prinsip (a) keterjangkauan, (b) prinsip ekuisitas, dan (c) prinsip pemerataan, 

dituangkan dalam kebijakan tentang persyaratan dan kuota penerimaan calon 

mahasiswa baru program pascasarjana. Prinsip keterbukaan dituangkan 

dalam kebijakan tentang mekanisme seleksi penerimaan calon mahasiswa 

baru program pascsarjana. Prinsip kesesuaian dan prinsip keberlanjutan 

dituangkan dalam kebijakan tentang formasi penerimaan calon mahasiswa 

baru program pascasarjana. 
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PENUTUP 
 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Uraian di atas menegaskan bahwa dokumen penerimaan calon 

mahasiswa baru merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dimiliki 

untuk memandu proses penerimaan calon mahasiswa baru sebagai siklus 

tahunan perguruan tinggi dan untuk mendukung kelengkapan dokumen 

akreditasi universitas. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru perlu 

didasarkan atas prinsip keadilan dan prinsip keterbukaan. Prinsip keadilan 

menekankan pada peniadaan hal-hal diskriminatif dalam pemerolehan 

kesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang dapat dipertegas dalam 

prinsip keterjangkauan sebagai keadilan dalam ekonomi, prinsip equisitas 

sebagai keadilan dalam status sosial-politik, dan prinsip pemerataan sebagai 

keadilan dalam geografis. Prinsip keterbukaan menekankan pada 

transparansi terhadap keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru. Pola 

penerimaan calon mahasiswa baru berupa penerimaan calon mahasiswa baru 

program sarjana yang di dalamnya termasuk program diploma dan 

penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana yang di dalamnya 

meliputi program magister (S2) dan doktor (S3). Prinsip dan pola penerimaan 

calon mahasiswa baru tersebut menjadi substansi dalam penyusunan 

dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru. 

4.2 Saran 

 

Sejumlah saran dapat ditujukan kepada beberapa pihak terkait 

dengan pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini yang 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

Bagi pimpiman. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu 

dipahami oleh seluruh pimpinan dan unsur pimpinan dari rektor, wakil 

rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua lab, hingga 

pimpinan unit/lembaga. Pemahaman ini bermanfaat dalam pengambilan 

kebijakan terkait upaya perencanaan dan strategi pelaksanaan penerimaan 
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calon mahasiswa baru. Pemahaman tersebut juga bermanfaat dalam 

transformasi informasi bagi para dosen maupun pihak luar yang relevan 

dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru. 

Bagi dosen. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu 

dipahami oleh para dosen untuk mengetahui secara seksama keseluruhan 

proses penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan 

acuan bagi para dosen untuk dapat berkontribusi secara aktif dan posistif 

terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut. 

Bagi tenaga kependidikan. Dokumen penerimaan calon mahasiswa 

baru ini perlu dipahami oleh tenaga kependidikan, terutama bagi yang 

bertugas dalam unit/lembaga yang relevan terhadap proses penerimaan calon 

mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan acuan bagi tenaga 

kependidikan untuk melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan proses 

penerimaan calon mahasiswa baru 


